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PENETAPAN
Nomor 145/Pdt.P/2022/PA.Kdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :
Pemohon |, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 10 Juni 1978, agama
Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan
SD, tempat kediaman di XX, Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan,
sebagai Pemohon I;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Luk Dalam H.S.S, 01 Juli 1974,
agama Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di XX,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 04 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kandangan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

145/Pdt.P/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa pada tanggal 29 April 2015 Pemohon | dengan Pemohon I
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua
Pemohon Il di XX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan
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Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan

Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah
kakak kandung dari ayah kandung Pemohon Il yang bemama Jamideri
dikarenakan ayah kandung Pemohon Il telah meninggal dunia sebelum
pernikahan tersebut dilangsungkan dan mewakilkan kepada penghulu yang
bernama Bani, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bemama
Norjani dan M. Aini serta terjadi ijab gabul yang berjalan lancar dengan
uang sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri

orang banyak;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | masih berstatus Duda
cerai dibawah tangan dengan seorang perempuan Bernama Ina menikah
pada tahun 1994 dan memiliki 2 (dua) orang anak yang Bemama Akhmad
Budiansyah bin Jami, lahir tanggal 11 Juli 1999 dan Muhammad Noor bin
Jarni, lahir tanggal 11 Agustus 2002, namun telah bercerai secara dibawah
tangan pada tahun 2015 dalam usia 37 (tiga puluh tujuh tahun) dan
Pemohon |l berstatus janda cerai meninggal dengan seorang laki-laki
Bernama Muhammad meninggal tanggal 03 Desember 2013 sesuai dengan
surat keterangan kematian nomor 474.3/334/SKM/Ang/2018 dan memilki 3
(tiga) orang anak yang bernama Mayrina Handayani binti Muhammad, lahir
tanggal 05 Mei 1994, Mea Aulia binti Muhammad, lahir tanggal 15
Desember 1999, Syahril Ramadhani bin Muhammad, lahir tanggal 21
Oktober 2005, dalam usia 41 (empat puluh satu tahun);

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon |l
bertempat tinggal di umah Pemohon Il di XX, Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai seorang anak yang
bernama Anak, lahir tanggal 30 Juli 2018;
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6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula

Pemohon | dengan Pemohon Il tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon | dan Pemohon II, yang tidak
mendaftarkan pemikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon | dengan Pemohon Il membutuhkan akta nikah
untuk mengurus dan melengkapi persyaratan akta kelahiran anak sehingga
para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama

Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dengan Pemohon Il
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang
amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon | (Pemohon ) dan Pemohon |
(Pemohon II);

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Pemohon I) dan Pemohon
II (Pemohon Il) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2015 di XX,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon I;

Subsider
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan
pengumuman Pengadilan Agama Kandangan untuk masa pengumuman
selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini

disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama
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Kandangan sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada
pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pemikahan
tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini
beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan
keterangan lebih lanjut sebagai berikut:

» Bahwa Para Pemohon benar menikah pada tanggal 29 April 2015 di
Rumah Pemohon Il Desa Angkinang Kecamatan Angkinang;

» Bahwa pada saat menikah Pemohon Il berstatus janda cerai mati,
sedangkan Pemohon | masih terikat perkawinan sah dengan perempuan
bernama Ina;

» Bahwa Pemohon | dan Ina dahulu menikah secara sah dan resmi di KUA
(Muning, sekarang masuk Daha Selatan) di daerah Kecamatan Daha
(wilayah Negara);

» Bahwa menurut Pemohon |, antara Pemohon | dan Ina telah bercerai
secara agama melalui talak yang diucapkan Pemohon | kepada Ina;

» Bahwa sampai dengan talak dibawah tangan tersebut terucap oleh
Pemohon I, belum pemah melakukan perceraian di Pengadilan Agama
manapun;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang
telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan
tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang

mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut,
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maka permohonan pengesahan nikah Pemohon | dan Pemohon Il telah
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan
sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku
Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan sampai hari
persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan
Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan pengesahan nikah
pada perkara ini adalah Pemohon | dan Pemohon Il yang mengaku sebagai
suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang
terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah
terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan
menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan
atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 April 2015 di Desa Angkinang
Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan wali nikah
Kakak Kandung dari Ayah Kandung Pemohon Il bernama Jamideri, yang
kemudian mewakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Bani, dengan
maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah),
dihadiri 2 orang saksi bemama Norjani dan M. Aini, saat menikah Pemohon |
berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan sirri dan Pemohon Il
berstatus Janda cerai mati, antara Pemohon | dan Pemohon |l tidak ada
larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon | menerangkan dan mengakui, pada saat
pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Pemohon | masih belum bercerai secara
resmi dengan mantan isteri Pemohon | sebelumnya atau masih dalam ikatan
suami istri dengan mantan isteri Pemohon | sebelumnya yang bernama Ina,
kemudian Pemohon | juga mengakui bahwa Pemohon | dan Ina dahulu

menikah secara resmi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang
menerangkan bahwa Permohonan lItsbat Nikah atas dasar pernikahan siri
meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat
diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Pemohon tentang
perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Pemohon |
masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3
Tahun 2018, Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tidak dapat diterimanya
permohonan Para Pemohon tersebut selanjutnya Hakim memberikan
pandangan/solusi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum,
segala sesuatu yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti
halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan termasuk
erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga peru dicatat untuk
menjaga agar ada tertib hukum seperti yang telah dijelaskan diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan itu maka setiap
perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena PPN mempunyai tugas dan kedudukan
yang kuat menurut hukum;

Menimbang bahwa Pemohon | dapat melaksanakan perceraian terlebih
dahulu dengan perempuan yang bemama Ina, berdasarkan keterangan
Pemohon | maka perceraian tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan

Agama Negara sesuai dengan alamat dan domisili Ina;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon dapat melangsungkan
pernikahan kembali (nikah ulang) dan mencatatkan pernikahannya di
hadapan petugas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas dengan
memenuhi segala rukun dan syarat nikah sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara a quo dibebankan
kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli
2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh
Sulaiman Laitsi, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama
Kandangan, penetapan mana diucapkan pada har itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs.

Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para

Pemohon.
Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,
ttd. ttd.
Drs. Samsul Aripin Sulaiman Laitsi, S.H.I.
Perincian biaya :
- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 0,00
- PNBP ‘Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
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- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)
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